
BAB III  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi  lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Surya Asa 

Artha yang berlokasi di JL. Gamping Lor, RT 03 RW. 11, Ambarketawang Gamping 

Sleman, Yogyakarta, di Yogyakarta, Indonesia. Pembukaan perdana KSPS BMT Surya Asa 

Artha pada tanggal 9 Juli 2001 Pendirian BMT Surya Asa Artha di dukung oleh tokoh-tokoh 

masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda yang difasilitasi oleh lembaga Pengabdian 

Masyarakat Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai tim manajemen. 

KSPS BMT Surya Asa Artha sebagai lembaga investasi syariah selalu berusaha  

mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan baik untuk 

modal tetap maupun modal untuk modal usaha. Dalam kenyataannya peran pedagang kecil 

dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi krisis sekalipun 

dan tetap dapat memberikan tingkat keuntungan investasi yang besar. Hal ini dikarenakan 

mereka dapatdengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha yang selalu berubah, 

serta dalam pengelolaan usaha yang sangat efisien. 

Dalam waktu3 (tiga) tahun terakhir, KSPS BMT Surya Asa Artha mengalami 

pertumbuhan yang cukup signitifikan baik dari permodalan maupun jumlah aset yang terus 

meningkat. Hal ini membuktikan bahwa KSPS BMT Surya Asa Artha semakin dipercaya 

oleh nasabah dan masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah. 

 Adapun ruang lingkup opersional BMT Surya Asa Artha dapat dijelaskan sebagai berikut  : 



1. Sasaran Operasional (market)  

Menganalisis sasaran operasional KSPS BMT Surya Asa Artha terdapat banyak 

calon nasabah yang berada disekitar lingkungan BMT, dan menggunakan strategi 

pemasaran interaktif yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan yang maksimal agar 

terjalin hubungan yang berkesinambungan dengan nasabah.  

2. Jenis-jenis nasabah pengguna  

Melayani kebutuhan petani, peternak, pedagang, pengusaha kecil-menengah, 

pegawai dan pensiunan, karena sasaran ini belum dapat dijangkau oleh bank umum dan 

untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan 

berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas 

uang (rentenir dan pengijon).  

3. Jangkauan dan Sebaran Wilayah Nasabah  

 

Jenis-jenis nasabah KSPPS BMT Surya Asa Artha adalah dari seluruh lapisan 

masyarakat baik dari kalangan kebawah maupun kalangan menengah keatas, baik itu di 

wilayah lingkungan kantor bank berada dan di luar daerah yang tentunya masih cakupan/ 

lingkup Yogyakarta. 

4. Layanan Administasi dan Keuangan 

Berdasarkan pengamatan penulis, aspek layanan dan keuangan pada BMT Surya 

Asa Artha sudah sangat baik. Layanan administrasi dan keuangan dapat dipantau dari 

cara kerja teller yang ramah dan penuh tanggung jawab. Sistem pelayanan teller pada 

nasabah sudah cukup baik dalam ketelitian validitas slip setoran,penarikan dan angsuran 

dan lain sebagainya. 



BMT Surya Asa Artha memberikan pelayanan dengan selalu bertanggung jawab 

terhadap admisnistrasi keuangan. Penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba/rugi yang dalam hal ini nasabah/anggota tidak bisa melihat laporan laba/rugi 

pada laporan keuangan BMT Surya Asa Artha. Kinerja customer service sudah sangat 

bafus, baik dalam pelayanan nasabah dan pengoperasian system operasional dalam 

pembukuan rekening, deposito, dan tabungan lainnya. Dalam hal ini ketelitian dan 

pengecekan data juga sudah sangat baik. 

5. Sistem Operasional Bank Syariah 

Sistem opersional bank syariah ( SOBS) untuk BMT Surya Asa Artha sudah 

dilaksanakan dengan baik. Sistem teknologi yang digunakan adalah IBSS (integrated 

Micro Bnaking Syaria System), yaitu system yang digunakan oleh teller untuk menginput 

data nasabah sehari-harinya. 

6. Produk yang ditawarkan BMT Surya Asa Artha: 

a. Produk penghimpunan dana 

1) Tabungan mudhārabah  

Dalam wilayah aplikasi perbankan, konsep mudharabah biasa dikonotasikan 

sebagai akad kerja sama usaha anatara dua pihak dimana pihak pertama (shāhibul 

mal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola (mudhārib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengelola. 



Tabungan dengan system bagi hasil yang ditetapkan dengan kesepakatan bersama, 

jenis tabungannya antara lain : 

a) Tabungan mudhārabah umum 

Dalam mudhārabah umum tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan 

apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya hendak disalurkan, 

atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan 

dananya diperuntukan bagi nasabah terntentu. Mudhārabah umum merupakan 

tabungan umum yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan sistem bagi hasil 

yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ketentuan dan syarat yang 

berlaku : 

1) Simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah yang memungkinkan 

anggota melakukan transaksi penyimpanan dan penarikan dananya setiap 

saat. 

2) Setoran awal minimum Rp.100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal 

Rp.10.0000,00 

b) Tabungan Mudhārabah Berjangka 

Merupakan tabungan yang hanya dapat diambil  pada waktu tertentu 

sesuai akad yang sudah disepakati diawal. Diantara nisbah yang diberikan 

yaitu berjangka waktu satu bulan 40%,tiga bulan 45%, lima bulan 50% dan 

dua belas 55%. Dalam pengelolaanya (pengelola) dibatasi dengan spesifikasi 

usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang 



ditetapkan bersama dengan pemilik modal. Adapun Ketentuan dan syarat yang 

berlaku: 

1) Simpanan yang diperuntukan bagi anggota dalam bentuk investasi yang 

halal dan berprinsip syariah dengan jangka waktu 3,6,12 atau 24 bulan. 

2) Setoran minimal Rp.1.000.000 

3) Nisbah bagi hasil 45% (3 bulan), 50% (6 bulan),55% (12 bulan), 60% (24 

bulan) dari pendapatan KSSPS BMT Surya Asa Artha. 

2. Tabungan Wadia’h (Titipan) 

Wadia’h dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki. BMT sebagai penerima titipan sekaligu juga 

pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan 

semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan 

jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi 

betul-betu merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT. 

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

a) Simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah yang memungkinkan anggota 

melakukan transaksi penyimpanan dan penarikan dananya setiap saat. 

b) Setoran awal minimal Rp.15.000,00 dan setoran selanjutnya minimal 

Rp.5.000,00 

BMT Surya Asa Artha memiliki beberapa produk tabungan wadiah,antara lain : 



a) Tabungan pendidikan 

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

1) Simpanan yang diekelola dengan prinsip syariah yang memungkinkan 

anggota pelajar/mahasiswa guna mendukung perencanaan pendidikannya. 

2) Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama 

masa pendidikan sesuai kesepakatan. 

3) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 

10.000,00 

b) Tabungan walimah  

Ketentuan dan syarat yang berlaku: 

1) Simpanan yang diperuntukan bagi anggota untuk mendukung perencanaan 

pernikahan. 

2) Penarikan dapat dilakukan satu bulan menjelang pernikahan. 

3) Setoran awal minimal Rp 25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 

10.000,00 

c) Tabungan Qurban dan Aqiqah 

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

1) Simpanan yang direncakan oleh anggota untuk mewujudkan niatnya 

beribadah Qurban dan Aqiqah. 

2) Penarikan minimal satu bulan menjelang hari Raya Idul Adha/tujuh hari 

menjelang aqiqah. 

3) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 

10.000,00 



d) Tabungan Haji dan Umrah 

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

1) Simpanan yang diperuntukan bagi anggota untuk mewujudkan niatnya 

beibadah haji atau umrah. 

2) Penarikan dapat dilakukan menjelang haji atau umrah. 

3) Setoran awal minimal Rp 100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 

50.000,00. 

e) Simpanan penyertaan 

Pada prinsipnya produk simpanan pnyertaan menggunakan akad 

mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagau modal 

penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu 

penyimpanan yang relatif lama, minimal 2 tahun penyimpanan. 

b. Produk Penyaluran Dana 

1) Musyārakah  

Musyārakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana 

antara kedua belah pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu 

usaha. Pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha biasa digunakan untuk 

menambah modal usaha para anggota. 

Ketentuan dan syarat yang berlaku: 

a) Dengan prinsip bagi hasil 

b) Kerjasama usaha antara KSPPS BMT Surya Asa Artha bidan anggota dengan 

penggabungan modal dari kedua belah pihak. 



c) Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepekatan 

dalam perjanjian 

2) Murābahah 

Murābahah merupakan akad jual-beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi 

tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. 

Ketentuan dan syarat yang berlaku: 

a) Dengan prinsip jual beli 

b) Memenuhi kebutuhan barang konsumtif/alat pendukung usaha dengan 

pembayaran tangguh/angsuran. 

3) Mudhārabah 

Dalam wilayah aplikasi perbankan, konsep mudharabah biasa 

dikonotasikan sebagai akad kerja sama usaha anatara dua pihak di mana pihak 

pertama (shāhibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (mudharib). 

Ketentuan dan syarat yang berlaku: 

a) Dengan prinsip bagi hasil 

b) Kerjasama usaha antara KSPPS BMT Surya Asa Artha dan anggota dengan 

modal 100% dari pihak BMT. 

c) Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepaatan 

dalam perjanjian. 

4) Ijārah 



Ijārah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. 

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

a) Dengan prinsip sewa menyewa 

b) Memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun usaha, 

juga memenuhi kebutuhan aneka macam usaha. 

5) Qardhul hasan  

Qardhul hasan diartikan sebagai pemeberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa 

mengharapkan imbalan.  

Ketentuan dan syarat yang berlaku : 

a) Dengan pinjaman sukarela  

b) Membantu memenuhi anggota yang dalam keadaaan darurat sedang 

membutuhkan tambahan dana untuk keperluan pribadi. 

B. Prinsip Pembiayaan Musyārakah 

1. Pembiayaan musyārakah dapat digunakan untuk tujuan produktif, yakni untuk 

penambahan modal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil menengah. 

2. Pembiayaan musyārakah yang diberikan oleh BMT harus tertulis dan disepakati sesuai 

lembar akad yang  disediakan oleh pihak BMT 

3. Saat mengadakan kesepakatan dalam pembiayaan musyārakah BMT sebagai shāhibul 

mal menjelaskan dengan jelas akad yang digunakan dan bagaimana prosedurnya. 



4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan musyārakah harus tertera dengan jelas bahwa 

bmt menjajikan penmabahan modal untuk pihak ke 2 

5. Nasabah pembiayaan musyārakah harus memberikan komitmen bahwa pengembalian 

modal dan margin yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Jika terjadi wanprestasi maka pihak bmt melakukan rescheduling kepada nasabah dan 

memusyawarahkannya secara mufakat. 

 

 

 

C. Kandungan Lembar Akad Pembiayaan Musyārakah BMT Surya Asa Artha 

Yogyakarta 

Pasal 1 

Pihak 1 selaku shohibul maal(pemilik modal) menyutujui untuk membiayai sebagian modal 

kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi pihak II selaku mudhorib dengan 

pembiayaan modal kerja sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) 

Pasal 2 

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan dan syarat 

sebagai berikut : 

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja bagi 

usaha pihak II berupa Dagang Roti 



2. Jangka waktu pembiayaan adalah 24 minggu/6 bulan, maka perjanjian ini berlaku sejak 

ditanda tangani dan akan jatuh tempo pada 29 desember 2017 segala biaya yang muncul 

akibat opersional usaha tersebut merupakan tanggungan Pihak II 

3. Tata cara pengembalian diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang 

melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini 

4. Nisbah bagi hasil disepakati diambilkan dari LABA KOTOR dengan rincian 60%(Enam 

Puluh Persen) bagi Pihak 1 dan 40%(Empat puluh persen) bagi pihak II 

5. Pihak II selaku mudhorib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya sesuai 

ketentuan syar’I dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikut sertaan Pihak I dalam 

manajemen,terkecuali dalam hal pembinaan dan pengawasan. 

6. Pihak II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya setiap bulan kepada Pihak I 

secara jujur dan benar. 

7. Sebagai konsekwensi dari akad ini, Pihak 1 tidak menanggung kerugian. 

Pasal 3 

Untuk menjamin kemananan dan terpenuhi akad sebagaimana tujuan perjanjian Bagi Hasil 

ini, maka : 

1. Pihak II menyerahkan jaminan Akte Kelahiran 

2. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan tidak 

diperbolehkan untuk membebankan dengan cara apapun, menjual, menggadaikan, dan 

atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak 1 

3. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut 

pada pasal 4 ayat 1 kepada pihak I, apabila pihak II selama 3(tiga) periode angsuran tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 2 



4. Apabila pihak II sebagaimana ayat 3 tersebut, maka pihak I memiliki hak terhadap barang 

tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau 

menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II 

Pasal 4 

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, maka masing-masing secara tersendiri atau bersama-

sama disebut cidera janji 

1. Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih 

barang sesuai ketentuan. 

2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini 

atau beradasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain 

yang perlu diadakan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat dan 

menyesatkan. 

3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu 

perjanjian atau dookumen yang merupakan bukti kepemelikan atas barang yang dipilih 

pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan 

4. Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi aturan, ketentuan atau tidak dapat 

memenuhi syarat dalam perjanjian ini serta perjanjian lainnya yang bersangkutan dan 

atau syarat dan ketentuan BMT Surya Asa Artha. 

5. Pihak II tidak menjalankan Wakalah dengan sunguh-sungguh dan atau melanggar syar’i 

dan atau melanggar hukum yang berlaku. 

Maka seluruh akad menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban dan biaya yang menjadi 

tanggungan pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, selanjutnya Pihak I dapat 

mengambil tindakan apapun yang berhubungan dengan perjanjian ini 



Pasal 5 

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad 

ini,akan diatur dalam addendum, surat dan atau lampiran yang akan dibuat dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 

Pasal 6 

Tentang akad perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang 

tetap dan umum di kantor krpaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman. 

Pasal 7 

1. Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua masing-masing bermaterai 

cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. 

2. Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebernarnya tanpa unsur paksaan 

darimanapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amien 

 

D. Standar Pihak Terkait 

1. Pihak yang terkait merupakan BMT dan pelaku usaha 

2. Pihak yang terkait harus mempunyai kecakapan hukum  

3. Dalam ketentuan akad musyarkah pihak bmt sebagai penambah modal dan pihak lainya 

sebagai pelaku usaha 

4. Akad musyarakah disertai dengan ijab dan qabul serta tertulis diatas lembar akad 

musyarakah . 



5. Kedua belah pihak harus terikat dan berkomitmen sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati bersama. 

E. Standar Kriteria Nasabah  

1. Nasabah tidak memilki blacklist atau catatan hitam di bmt maupun lembaga keuangan 

yang lainnya. 

2. Nasabah memilki usaha yang sudah berjalan 

3. Kapasitas nasabah memiliki komitmen dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dengan di analisis terlebih dahulu oleh pihak 

bmt dengan mengunakan teori 5C (Character, Capacity, Condition, Collateral, Capital ). 

F. Standar Jaminan atau Agunan  

1. Jaminan atau agunan pada hakikatnya adalah suatu pegangan pihak BMT untuk 

mewujudkan kemoitmen nasabah dalam mengembalikan modal dan pembagian 

keuntungan. Meskipun pada hakikatnya jaminan dalam akad musyarakah tidak terdapat 

dalam  fiqh terdahulu , ijtihad ulama kontemporer membenarkan hal tersebut dikarenakan 

modal yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan  bukan seutuhnya modal lembaga 

keuangan melainkan modal nasabah pada lembaga tersebut berdasarkan ijtihad bahwa 

jaminan itu akad rahn dan kafalah  sebagai akad tabi’iyah yang dikategorikan pada akad 

al-musamma, sehingga jaminan tersebut dapat dipergunakan lembaga teresebut sebagai 

strategi pengamanan dari business risk (Maulana, 2014:93). 

2. Jaminan nasabah yang mengajukan pembiayaan dibawah Rp.2.000.000 hanya 

menggunakan surat-surat berharga seperti surat nikah,ktp,kartu keluarga dan lain 

sebagainya. 



3. Jaminan nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas Rp.2.000.000 harus menggunakan 

BPKB motor dan berlaku untuk kelipatan yang lebih besar. 

4. Jaminan nasabah berlaku untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan atau wali yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

G. Prosedur Akad Musyārakah 

1. Nasabah datang ke BMT dan memberikan pernyataan kepada pihak BMT bahwa nasabah 

menginginkan mengajukan pembiayaan/ penambahan modal. 

2. Selain nasabah datang ke BMT, nasabah secara khusus bisa menyampaikan keinginan 

untuk mengajukan pembiayaan kepada marketing yang pada saat itu sedang melakukan 

transaksi simpanan/tabungan dan disampaikan langsung kepada pihak manajer. 

3. Marketing BMT survey lokasi dan tempat tinggal calon nasabah secara tiba-tiba guna 

untuk melihat calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. 

4. Setelah melakukan pemberitahuan kepada pihak BMT, nasabah diwajibkan melengkapi 

dokumen yang berupa persyaratan khusus untuk melakukan pengajuan pembiayaan 

musyarakah seperti Surat Nikah, Kartu Keluarga, KTP atau BPKB motor dan mobil. 

5. Setelah melengkapi dokumen dan menjelaskan kepada pihak BMT tentang keinginan 

mengajukan pembiayaan musyarakah, pihak BMT mengajukan surat akad yang 

bermaksud untuk ijab qabul antara nasabah dan pihak BMT. 

6. Jika pemebiayaan diterima maka , pihak bmt memberikan informasi kepada nasabah dan 

segera memberikan dana tersebut kepada nasabah. 

7. Jika pembiayaan ditolak oleh pihak BMT, maka pihak BMT memberikan pengertian 

kepada nasabah secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman. 

H. Ketentuan Permohonan Pembiayaan : 



1. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan 

2. Foto copy KTP suami dan istri 

3. Foto copy Surat Nikah 

4. Foto copy Kartu Keluarga 

5. Rekening listrik 

6. Foto copy jaminan (surat nikah, Akte Kelahiran, Kartu keluarga, BPKB motor/ mobil, 

Sertifikat Tanah) 

7. Slip gaji  (khusus pegawai) 

8. Siap disurvey 

9. Berkas yang sudah masuk, tidak dapat dikembalikan. 

I. Data jumlah nasabah dan jumlah Pembiayaan Akad Musyārakah 

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad Musyārakah 

No Tahun 
Jumlah 

Nasabah 

Jumlah 
Pembiayaan 
Musyārakah 

1 2015 298 436.149.000 

2 2016 344 466.846.000 

3 2017 363 487.441.000 

(sumber: laporan Teller BMT Surya Asa Artha) 

Pada data di atas disebutkan bahwa kontribusi pembiayaan musyarakah 3 tahun terkahir 

dimulai pada tahun 2015 -2017 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pembiayaan 

musyarakah menjadi andalan BMT Surya Asa Artha melihat nasabah BMT Surya Asa Artha 

lebih condong pada akad tersebut. 

J. Data Nasabah Bermasalah  

Tabel 3.2 Jumlah Nasabah Bermasalah 



No Tahun 
Nasabah 

macet 

Nasabah 
kabur/ 

tidak bayar 

1 2014 70 7 

2 2015 72 5 

3 2016 78 8 

4 2017 89 6 

(Sumber: laporan Teller BMT Surya Asa Artha) 

Data di atas menunjukan bahwa nasabah kredit macet per tahun 2014-2017  berjumla 309 

orang dan jumlah nasabah dengan predikat wanprestasi (kabur) sebanyak 20 orang. Hal ini 

menjadi perhatian serius bagi BMT Surya Asa Artha dan melakukan evaluasi rutin tiap 

tahunnya bersama pengurus BMT dalam agenda rapat pengurus dan pengelola BMT Surya 

Asa Artha. 

K. Rencana Pembiaayaan Akad Musyārakah dan Realisasinya 

Tabel 3.3 Rencana Pembiaayaan Akad Musyārakah dan Realisasinya 
  

No 
Nama 

Anggota 

Nomo
r 

Akad 

Tanggal 
Jatuh 

Tempo 

Rencana 
AP 

Rencana 
MU 

Realisasi 
AP 

Realisasi 
MU 

Outstandin
g Total 
Saldo 

1 Jumiayati 4148 6/10/2018 566,400 240,000 333,400 120,000 353,000 

2 Iswanti 4160 20/03/2018 265,700 150,000     1,699,000 

3 Tabah Redy 4173 3/11/2018 500,000 180,000 500,000 180,000 340,000 

4 Nur Eningsih 4177 8/9/2018 200,000 60,000 200,000 60,000   

5 Wahyudi 4181 11/11/2018 1,783,500 750,000     3,099,800 

6 Rita 4185 18/11/2018 334,000 120,000 167,000 60,000 450,000 

7 Siti Fatimah 4224 29/12/2018 250,000 90,000 250,000 90,000 680,000 

8 Suparman 4225 30/10/2018 200,000 60,000 200,000 60,000   

9 Parjilah 4228 11/11/2018 200,000 180,000     520,000 

10 Titiningsih 4232 18/01/2018 350,000 297,000 350,000 180,000 1,020,000 

11 Jumilah 4252 16/03/2019 762,000 110,600 100,000   4,138,000 

12 Sitisumrohani 4253 16/03/2018 562,500 289,100     1,189,000 

13 Tuminah 4254 22/09/2018 602,200 283,500     3,540,000 

14 Arnesa 4255 22/03/2019 1,050,000 110,250     3,429,000 

15 Wagirah 4256 24/01/2018 306,250 60,000     1,428,000 



16 Siami 4257 25/01/2018 200,000 30,000     1,040,000 

17 Sulastri 4260 25/03/2018 100,000 120,000 100,000 30,000 390,000 

18 Pusporini 4261 25/03/2019 361,000 220,500     1,612,000 

19 Marsilah 4262 7/2/2018 612,500 90,000     2,856,000 

20 Sukarsinem 4263 23/10/2018 300,000 52,500 55,000 45,000 1,070,000 

21 Sumiyati 4265 16/01/2018 291,000 63,000 125,100 22,500 196,000 

22 Kuswanti 4266 25/12/2018 525,000 94,000     1,176,000 

23 Bunito 4267 7/2/2018 521,000 75,000 521,000 94,000 982,000 

(sumber: Laporan Marketing BMT Surya Asa Artha) 

Data tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha 

menerapkan pembagian keuntungan sesuai dengan kapasitas modal. Hal ini dibuktikan 

dengan perbandingan pembiayaan ibu Jumiyati dengan Bapak Wagirah. Ibu Jumiyati 

sebagai pedagang buah dipasar Gamping Lor Yogyakarta yang berpenghasilan cukup 

standar diandingkan dengan usaha bapak Wagirah yang sebagai pengusaha kelontongan. 

Sebagai bukti mebantu dan pemahaman terhadap nasabah bisa dilihat dengan rencana 

penagihan pokok dan bagi hasil dengan realisasi penagihan poko dan bagi hasil. Rencana 

dan realisasi tidak selamanya sesuai, hal ini dikarenakan BMT Surya Asa Artha melihat 

langsung kelapangan tentang usaha yang sedang berjalan. Dan memberikan kelonggaran 

kepada nasabah untuk membayar tagihanya sesuai kemampuan nasabah. Permodalan atau 

pembiayaan dalam  suatu usaha sangat penting dikarenakan kekurangan modal akan  

membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi pelaku usaha atau  para pedagang kecil untuk 

mencapai tingkat pendapatan yang optimal  guna menjaga kelangsungan hdup usahanya. 

Dan apabila kondisi seperti ini berlangsung secara terus-menerus besar kemungkinan dapat 

menghambat jalannya  pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena permodalan 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuh pertumbuhan suatu 

usaha(Nikmah, 2014:8). 



 


